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Sumber lain:

1.
2.
3.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa, pasal 1 (7)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat (4)

Sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun
2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 5 ayat (1) poin b

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
tertuang dalam pasal 5 (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014
Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, bagian tupoksi Kepala Desa dan
Perangkat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014
Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Tentang Penyusunan Peraturan
Desa oleh BPD pada pasal 7 bagian Penyusunan, Pembahasan dan Penatapan
Peraturan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyebutkan dalam bab
1 pasal 1 poin 7 dan 8

Peraturan Desa Susukan Nomor 11 tahun 2015 tentang Pendirian BUM Desa
pasal 2, pasal 3,pasal 5 (3)

10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Badan Usaha

Milik Desa Susukan

11. Anggaran Dasar Badan Pengelola Sarana dan Penyedia Air Minum dan

Sanitasi (BPSPAMS) Desa Susukan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten
Banyumas.



